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TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) ABU SALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL D44 FEL AYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

10.

KABUPA 2 { VnJALENGKA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan baserta lampirannya dari Saudara Tjoh Ratijah, S.Pd.I tangga!
28 Januari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi
Dinas Pendidikan Nomor PK/04/1696/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 07 April 2022 Taman Kanak -
Kanak (TK) ABU SALAM dinyatakan menienuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
(™) AN

bahwa berdasarkan pertimbangan” sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang No?te;or 20 n%ahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang periu
diuerbrgtan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak ABU SALAM
yang ditetapkan derx_;‘an keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupater dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 20 Ts"un 200% tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

‘r:epu?llk Indonesia Tahun 200 homo- 749 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
301);

Undang-Undang Nomaor 23 ¢ ¢ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nooor Lembavan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberajy | <hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua /s g Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repul.li: ) i 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahur 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 $gmor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), Sebagaimana telah diibar:engan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Leéﬁs{a"n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoiesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuri‘-A;:2‘007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pamerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambakanl.embaran Negara.Republik Indonesia Nomor 47505;

Peraturan. Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48
gggg)tglik Indonesia Tahun 2008

wn 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
or 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

in 2010 tenta elolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ndonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagajmana telah diubah
Tahun 2010 tentang Pe 't)ahl;ngOIO tentan'ts:] ngblghar(\LAtagaP d-ihy i
2 gelolaan ¢ enyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tar ibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neg:wor 513.%);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesi
i Usi DIt epul esia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tenta
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877
ISebag;riL\ana TelaBtJ1 _?il;‘bah 28(;29?" t;emt'\;erarsmgﬂenst:ri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
ndone: lomor ahun en n Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15?9); G " 5

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta
(Tambahan Lembaran Negara Ref
dengan Peraturan Pemerintah No



Menetapkan .

KESATU

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majaler

11. Peraturan Daerah Kabupawen Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di
Kabupaten Majalengka (Lerabaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

12, Peraturan Daerah Kesupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan

mN'gm 14 Taiun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
ja !

13. Peraturan Bupsti Maakeka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan

Non Perizinan pada 1is3s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usaia Dini Kepada:
Nama Taman Kanak- Kanak (TK) : ABU SALAM
Alamat : Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Padahanten
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Meteda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyampaikan Lapcran Perkeinbangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka;

4. Segala fasilitas dan k<lerakapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga

Pendidikan Anak Usi ¥ 19°UD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab
Yayasan/Penyelengge: -
Izin Sebagaimana dinick 11 KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan
dievaluasi setiap tahun, - >3nggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan
penyelenggaraan Tamaii sk ' iersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak (TK) akan dicabut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka eputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Nomor 328 Tahun 2015 Tangal 24 Aglisfs 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(Kégdnmankini Berlaku 3 (Tiga) ngggf'sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan d “atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau

apkandi  : Majalengka |
tanggal  : 9QApril 2022 i
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